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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja 

modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 s.d 

2019.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

dengan menggunakan sumber data primer berupa laporan realisasi anggaran, dan 

teknik analisis datanya dilakukan secara deskriptif dengan perhitungan analisis 

varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja pemeliharan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 s.d 

2019 telah terealisasi dengan baik.Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis varians 

belanja yang relatif baik di mana realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan 

dari tahun 2015 s.d 2019 tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Hasil analisis 

rasio keserasian belanja di mana besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah 

dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan belanja 

langsung. Dan berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas belanja modal dan 

belanja pemeliharaan sudah dikategorikan efektif, namun pada tahun 2018 belanja 

modal dikategorikan cukup efektif, dan pada tahun 2015 belanja pemeliharaan 

dikategorikan tidak efektif. 

 

Kata Kunci : Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja Modal dan Realisasi Belanja 

Pemeliharaan 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to find out and analyze the realization of capital 

expenditures and maintenance expenditures in the regional government budget of 

the Public Works and Spatial Planning Office of Aceh Besar District 2015-2019. 

The method used in this research is descriptive qualitative, using primary data 

sources in the form of realization reports budget, and data analysis techniques 

are carried out descriptively by calculating the analysis of the variance of 

expenditures, expenditure balance ratios and spending effectiveness ratios. The 

results showed that the capital expenditure and maintenance expenditure of the 

Aceh Besar District Office of Public Works and Spatial Planning for 2015-2019 

have been well realized. This can be seen from the results of a relatively good 

analysis of the variance of expenditures where the realization of capital 

expenditures and maintenance expenditures from 2015-2019 did not exceed the 

set budget. The results of the expenditure compatibility ratio analysis where the 

amount of funds owned by the Regional Government allocated for indirect 

expenditure is relatively small compared to direct expenditure. And based on the 

results of the ratio analysis of the effectiveness of capital expenditures and 

maintenance expenditures, it is categorized as effective, however in 2018 capital 

expenditures were categorized as quite effective, and in 2015 maintenance 

expenditures were categorized as ineffective. 

 

Keywords: Budget Realization, Capital Expenditure Realization and Maintenance 

Expenditure Realization 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kondisi perekonomian suatu negara 

secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi 

keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara (Fikri, 2017 : 13). 

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat melihat bagaimana peningkatan 

dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara 

itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode 

perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan 

ekonomi di negara tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu 

periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan 

kegiatan ekonomi di negara tersebut mengalami penurunan.  

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa 

pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa 

fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu 

daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut 

(Hall, 2010: 23-26). Oleh karena itu, tiap daerah sekarang ini seolah-olah 
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berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Di Indonesia sendiri 

pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga dalam RPJM 

tahun 2010-2014 pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan 

penyediaan, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 

2014:1). Dalam melaksanakan pembangunan daerahnya suatu organisasi  

membutuhkan anggaran sektor publik yang baik, anggaran sektor publik yang ada 

di pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan 

dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 

1 Januari sampai 31 Desember.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 

Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan 

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang 

terjadi (Halim,dkk 2012 : 230). Dengan analisis ini pemerintah dapat mengukur 
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efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur 

sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, 

dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah dan dapat membuat laporan keuangan sektor 

publik yang berbentuk laporan realisasi anggaran, baik itu anggaran belanja modal 

maupun belanja pemeliharaan yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah 

daerah dalam mengambil keputusan. 

Halim (2012 : 73) menyatakan “Belanja modal merupakan belanja 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah dan belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada belanja administrasi umum yang dimaksud yaitu tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan”.  

Pengukuran belanja modal digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penilaian efektivitas, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi 

dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel 

dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah 

terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan 

melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang 

terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut (Mardiasmo, 

2017 :121). 

Syaiful (2010 : 4) menyatakan “Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang 

timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan 

tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar 
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tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset 

tersebut”. 

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung 

berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya 

dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap 

diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah 

untuk satu tahun. Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, 

maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau 

satu semester (Fitriyati, 2012 : 22). 

Secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan 

erat. Bagaimanapun belanja pemeliharaan hanya akan muncul bila ada “sesuatu” 

yang harus dipelihara dan “sesuatu” itu adalah aset tetap. Aset tetap ini biasanya 

muncul sebagai hasil dari terealisasinya belanja modal pada anggaran belanja 

pemerintah. Namun demikian, tidak semua aset tetap yang dimiliki oleh 

pemerintah berasal dari realisasi APBN/APBD (Fitriyati, 2012 : 12). 

Beberapa studi terkait dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan yang 

telah dilakukan. Penelitian Sembiring (2010) mengemukakan bahwa belanja 

modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja 

pemeliharaan. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriyati (2012) mengemukakan bahwa belanja modal dan belanja pemeliharaan 

memiliki hubungan yang kuat dan positif. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Asoka (2019) mengemukakan bahwa perkembangan tingkat efektivitas 

pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja modal dapat dikatakan efektif. 
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Berdasarkan hasil observasi awal terhadap belanja modal dan belanja 

pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 

Besar, diperoleh isu bahwa selama ini belanja modal dan belanja pemeliharaan 

belum terealisasi dikarenakan pemerintah masih belum mampu memberikan 

laporan realisasi anggaran secara terbuka. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan staff karyawan 

di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, terdapat 

beberapa permasalahan diantaranya: (1) realisasi anggaran belanja modal dan 

belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 

2015 s.d 2019, hal tersebut dalam dilihat pada tabel 1.1, dan  (2) kurangnya 

efektivitas anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan 

Tahun 2015 s.d 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Aceh Besar 

Tahun Belanja Modal Belanja Pemeliharaan 

2015 94.438.579.000,00 564.455.000,00 

2016 220.723.305.658,00 - 

2017 113.995.977.800,00 907.323.915,00 

2018 101.165.757.803,00 299.329.800,00 

2019 124.665.625.647,00 996.095.900,00 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  

    Ruang Kabupaten Aceh Besar 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, solusi yang dapat diambil agar 

terealisasinya anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu dengan cara 

mengumpulkan data anggaran dan realisasi belanja modal, data anggaran dan 
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realisasi belanja pemeliharaan, data anggaran dan realisasi belanja langsung, data 

anggaran dan realisasi belanja tidak langsung serta data anggaran dan realisasi 

total belanja yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Aceh Besar. Adapun rasio yang dipakai untuk menganalisis realisasi 

anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu varians belanja, rasio 

keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja. 

Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat (2014 : 281) menyatakan bahwa 

analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi 

belanja dengan anggaran. Mahmudi (2010 : 30) mengemukakan bahwa analisis 

rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar 

belanja. Sedangkan Mardiasmo (2017 : 134) mengemukakan bahwa analisis rasio 

efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada 

Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran 

pemerintah daerah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja 

modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Penulis berharap manfaat dapat diterima bagi penulis sendiri, perusahaan dan ilmu 

pengetahuan (ilmu Ekonomi). 

1. Bagi Akademis 

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terhadap perkembangan ilmu 

akuntansi khususnya dalam bidang anggaran belanja modal dan belanja 

pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dapat 

bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang 

akan datang dengan topik yang sama. 

2. Bagi Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik mengenai 

anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian, 

dimana penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini berbentuk analisis data primer dan 

data sekunder. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Data diperoleh dari Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Data tersebut 

berupa laporan anggaran dan realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan 

pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019. 

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Data anggaran dan realisasi belanja modal pada anggaran pemerintah daerah 

tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Aceh Besar. 

2. Data anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah 

daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

3. Data anggaran dan realisasi belanja langsung pada anggaran pemerintah 

daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

4. Data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada anggaran pemerintah 

daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

5. Data anggaran dan realisasi total belanja pada anggaran pemerintah daerah 

tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Aceh Besar. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik 

Sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan 

tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, 

bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan 

transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas 

ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana 

sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan 

mencari laba (nirlaba).  

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana 

masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi 

sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan 

perlakuan akuntansi pada wilayah publik.  

Bastian (2010 : 3) mendefinisikan “Akuntansi sektor publik adalah 

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana 

masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di 

bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada 

proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.  
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Sedangkan, Mardiasmo (2018 : 2) mendefinisikan “Akuntansi sektor 

publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen 

maupun alat informasi bagi publik”.  

Dari definisi-definisi di atas akuntansi sektor publik dapat dinyatakan 

sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, 

terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan 

kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

entitas perusahaan.  

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar 

merupakan organisasi pemerintah (government), baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam 

berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, 

rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. 

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan 

informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini 

merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. 

Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.  

Menurut Mardiasmo (2018 : 2) tujuan akuntansi sektor publik adalah 

sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, 

dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan 

kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen 

(management control). 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan 

penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan 

bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi 
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pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan 

akuntabilitas (accountability). 

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor 

publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu 

tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang 

dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil 

operasi atau dana publik yang telah digunakan. 

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-

bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. 

Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut: 

a. Perencanaan Publik  

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan 

yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data 

informasi yang tersedia saat ini.  

b. Penganggaran Publik  

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan 

pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat 

mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau 

wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan manajer 

publik secara bertahap dan sistematik.  

c. Realisasi Anggaran Publik 

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah 

direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini 

berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau 

kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.  

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik  

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam 

menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa 

yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.  

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik  

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian 

kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu 

diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan 
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Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

f. Audit Sektor Publik  

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan 

makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), instansi pengelola aset Negara lainnya. Pengujian atas 

laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen 

bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi 

keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan 

prinsip akuntansi umum.  

g. Pertanggungjawaban Publik  

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan 

keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada 

pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang 

memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku. 
 

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun 

kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 

hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat 

untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Halim (2012 : 10) menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD”. 

Badrudin (2012 : 97) dalam bukunya yang berjudul Ekonomika Otonomi 

Daerah, mengemukakan bahwa : 

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup 

seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran 

pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka 

mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang 

dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan 

perundangan yang disebut Peraturan Daerah. 
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Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan 

dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 

1 Januari sampai 31 Desember.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 

Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah 

suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa 

unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara 

rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal 

pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunannya APBD 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, 

standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen 

kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan 

untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan 

dan belanja modal/investasi. 
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Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah sebagai berikut:  

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.  

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya 

yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.  

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.  

4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 

 

2.1.3 Realisasi Anggaran 

Menurut Prasetya (2010:6) dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan 

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan: “Realisasi 

Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 

pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap 

peraturan dan ketentuan perundang-undangan ”. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 

dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, 

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan 

keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.  

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah 

(KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI 

yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 

keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan terdiri dari:  
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1. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

Pemerintah.  

2. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih.  

3. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh 

pembayarannya kembali ke Pemerintah.  

4. Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih.  

5. Transfer adalah Pemerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi 

hasil.  

6. Pembiayaan (financing) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran.  

7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 

investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan 

penyertaan modal oleh Pemerintah. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali 

setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, 

tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek 

dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:  

1. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.  

2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 
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2.1.4 Analisis Belanja 

Mahmudi (2016:154) Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan 

untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara 

ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah 

telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu 

dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem 

penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi 

(penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap 

pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk 

menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi 

hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Berdasarkan 

informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis 

anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa : 

1. Analisis Varians Belanja 

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja 

merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah 

daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apabila 

realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians 

merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan 

anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi 

yang sangat berarti (Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat, 2014 : 281). 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan 

dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan 
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realisasinya yang bisa dinyatakannya dalam nilai nominalnya atau presentasenya. 

Selisih anggaran belanja dikategorikan dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai 

(favourable variance), dan 2) selisih tidak disukai (unfavourable variance). 

Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut favourable 

variance, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka 

dikategorikan unfavourable variance. Hal penting yang harus diperhatikan dalam 

analisis varians adalah :  

a. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup 

beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan?  

b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?  

c. Berapa tingkat selisih (varians) yang bisa ditoleransi? 

Sugeha, Figih Fez, dkk. (2013 : 5) dalam jurnalnya, menyatakan “Rumus 

yang digunakan untuk mencari varians belanja yaitu :” 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖𝑕 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
 

 

2. Analisis Rasio Keserasian Belanja 

Dalam Mahmudi (2010 : 30), analisis rasio keserasian belanja bermanfaat 

untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat 

distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah 

Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan analisis keserasian 

belanja. 

Sugeha, Figih Fez, dkk. (2013 : 5) dalam jurnalnya, menyatakan “Rumus 

yang digunakan untuk mencari analisis rasio keserasian belanja yaitu :” 
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𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔              =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑥 100% 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜  𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑥 100% 

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanja langsung 

merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Dilihat dari sudut 

pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung 

dikategorikan sebagai biaya kebijakan (discretionary expense/ expenditure), 

sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (engineered 

expense/ expenditure). Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah 

untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja 

langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat 

mempengaruhi kualitas output kegiatan. 

3. Analisis Efektivitas Belanja 

Menurut Mardiasmo (2017 : 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) 

dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Berikut untuk 
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mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka kemampuan daerah dalam 

menjalankan tugas dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Efektivitas 

Persentase Pengukuran Kriteria Efektivitas 

100% ke atas Sangat efektif 

90% sampai 100% Efektif 

80% sampai 90% Cukup efektif 

60% sampai 80% Kurang efektif 

Kurang dari 60% Tidak efektif 

Sumber : Kepmendagri Tahun 1996 No. 690. 900. 327, Tahun 2016 

2.1.5 Belanja Modal 

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada belanja administrasi 

umum yang dimaksud yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

serta jaringan (Halim, 2012 : 73).  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 3, mengemukakan bahwa 

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”.  
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Syaiful (2010 : 4) dalam bukunya yang berjudul Pengertian dan Perlakuan 

Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi 

Pemerintahan, mengemukakan bahwa : 

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya 

adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas 

dan kualitas aset. 

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013 : 121) dalam bukunya yang berjudul 

Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, mengemukakan bahwa : 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai 

aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset 

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 

aset sampai aset tersebut siap digunakan. 

 Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal 

adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti 

biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

Munculnya aset tetap sebagai hasil dari terealisasinya anggaran belanja 

modal memiliki konsekuensi munculnya belanja pemeliharaan pada masa yang 

akan datang. Namun demikian, perlu diperhatikan karena ada beberapa belanja 

pemeliharaan yang memenuhi persyaratan sebagai belanja modal (Syaiful, 

2010:7), yaitu apabila (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya 

masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan (b) 
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pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset 

lainnya.  

Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman 

penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal 

sesuai dengan bagan akun standar, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja 

modal apabila: 

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap, atau aset 

lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; 

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;  

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, tetapi digunakan 

untuk kegiatan operasional sehari-hari. 

Dalam Buletin Teknis No. 4 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

dikemukakan bahwa belanja modal meliputi belanja untuk memperoleh tanah; 

gedung dan bangunan; mesin dan peralatan; jalan, jembatan, dan irigasi; serta 

belanja modal fisik lainnya. 

1. Belanja Modal Tanah  

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan 

atau pembelian, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pembuatan 

sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas 

tanah dan sampai tanah tersebut dalam kondisi siap pakai.  
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2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan dan penambahan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 

pengawasan, pengelolaan pembangunan gedung, bangunan yang menambah 

kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan, penambahan, atau peningkatan kapasitas peralatan dan 

mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas 

bulan, sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

4. Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi  

Belanja modal jalan, jembatan, dan irigasi adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau penggantian, pembangunan, serta perawatan 

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, 

irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan 

jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

5. Belanja Modal Fisik Lainnya  

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan atau pembangunan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang 

tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja yang masuk 

dalam kategori ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 
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kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 

tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. 

2.1.6 Belanja Pemeliharaan 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 46 Ayat 1, mengemukakan bahwa 

“Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan 

memperbaiki semua barang milik Negara/Daerah agar selalu dalam keadaan baik 

dan layak serta siap digunakan dan berhasil guna”. 

Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas 

pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk 

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam 

kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut (Syaiful, 

2010 : 4).  

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada 

semua satuan kerja atau pemerintah daerah yang memiliki aset, sehingga 

penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung 

pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, pada kenyataannya di 

lapangan pemerintah daerah tidak selalu mengalokasikan belanja pemeliharaannya 

berdasarkan aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses 

penyusunan APBD, banyak pemerintah daerah yang tidak melihat besaran nilai 

aset tetapnya sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan mereka. Bahkan ada 
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beberapa pemerintah daerah yang belum mempunyai neraca awal sebagai dasar 

pengalokasian belanja pemeliharaan. 

Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan yang tidak menambah dan 

memperpanjang masa manfaat, dan atau kemungkinan besar tidak memberi 

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 

produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja 

pemeliharaan dalam laporan keuangan (Syaiful, 2010 : 5).  

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung 

berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya 

dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap 

diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah 

untuk satu tahun. Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, 

maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau 

satu semester (Fitriyati, 2012 : 22). 

 

2.1.7 Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan 

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja 

modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama 

pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal. 

Hal ini berarti bahwa bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja 

modal pada anggaran belanjanya, pemerintah tersebut juga harus punya komitmen 

untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang 

diperolehnya dari belanja modal tersebut.  
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Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (fixed asset) 

pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau output-nya sudah diperoleh. 

Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Meskipun belanja modal dan belanja pemeliharaan dianggarkan dengan 

cara terpisah, bukan berarti bahwa belanja modal diproses tanpa melihat 

pengaruhnya terhadap penganggaran operasional. (Fitriyati, 2012 : 24) 

Belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki tujuan yang sama, 

yakni meningkatkan pelayanan kepada publik, namun terdapat beberapa 

perbedaan mendasar di antara keduanya. Keduanya relatif independen satu sama 

lain, termasuk dalam format dokumen anggarannya. Alokasi belanja modal 

biasanya didasarkan pada kebutuhan tiap satuan kerja dalam arti bahwa tidak 

semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan 

kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Pengalokasian belanja modal 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja. 

Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana 

dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan 

laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil 

ambulans), jalan raya, dan jembatan. Sementara itu, satuan kerja yang lainnya 

hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi 

(catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, 

pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. (Fitriyati, 

2012:26) 
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Berbeda dengan belanja modal, belanja pemeliharaan terjadi pada semua 

satuan kerja atau unit organisasi pemerintah daerah, karena semua memiliki aset 

tetap dan bersifat rutin, belanja pemeliharaan tidak tergantung pada tupoksi satuan 

kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki. 

Perbedaan lainnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pembuatan 

keputusan. Meskipun keduanya melibatkan negosiasi di antara eksekutif, bagian 

anggaran, dan pimpinan dinas, khusus untuk pengeluaran modal (khususnya untuk 

infrastruktur), mendapat masukan sangat besar dari insinyur, arsitek, dan 

perencana. Sumber pendanaan (funding) untuk kedua belanja juga berbeda. 

Belanja modal biasanya didasarkan pada one-time sources, seperti obligasi atau 

dari dana bantuan, sementara anggaran operasional umumnya berasal dari sumber 

pendapatan yang bersifat rutin, seperti pajak (taxes) dan retribusi (service 

charges). Perbedaan berikutnya adalah time-frame yang dimasukkan dalam setiap 

anggaran. Anggaran operasional biasanya hanya dianggarkan untuk satu tahun 

anggaran, sementara hampir semua belanja modal mengandung komitmen adanya 

pengeluaran dalam waktu melebihi satu tahun (Fitriyati, 2012 : 27). 

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari 

keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang 

diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja operasional dan 

pemeliharaan. Namun, tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab atau 

predictor bagi kenaikan belanja operasional. 
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2.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Hasil Penelitian Baihaqi dan Husnul Khotimah (2009) yang berjudul, 

“Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan)”, 

menunjukkan bahwa nilai t-hitung masing-masing variabel yakni belanja 

modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten 

tahun 2005 dan tahun 2006 (0,758; 0,518; 0,695; dan 0,843) lebih kecil 

daripada t-tabel 1,734. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada 

tahun 2005 dan 2006 belanja modal dan belanja pemeliharaan pada 

pemerintah kota dan pemerintah kabupaten se-sumbagsel tidak berbeda 

secara nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis dengan menggunakan uji statistik. Persamaan penelitian tersebut 

dengan skripsi penulis yaitu menganalisis belanja modal dan belanja 

pemeliharaan. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi 

penulis yaitu pada lokasi penelitian. 

2. Hasil Penelitian Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat (2014) yang berjudul, 

“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 

Kota Bitung”, menunjukkan bahwa realisasi kinerja pendapatan daerah 

pemerintah kota Bitung dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan 

analisis varians di tahun 2013 secara umum dapat dikatakan cukup baik dan 

terealisasi. Dan jika dilihat dari efektivitasnya realisasi kinerja keuangan 

pemerintah kota Bitung selama tahun 2013 berlangsung sangat efektif dengan 
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memberikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur 

yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskriptif. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu 

menganalisis realisasi anggaran. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut 

dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis realisasi anggaran belanja 

modal dan belanja pemeliharaan. 

3. Hasil Penelitian Anastasia Friska Palilingan, dkk (2015) yang berjudul, 

“Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada 

Dinas Pendapatan Kota Manado”, menunjukkan bahwa Kinerja belanja 

pemerintah Kota Manado dilihat dari analisis varians secara umum kinerja 

pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009-2013 

realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana 

persentasenya dari tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 90,75%. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. 

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis 

realisasi anggaran belanja. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan 

skripsi penulis yaitu penulis menganalisis realisasi anggaran belanja modal 

dan belanja pemeliharan. 

4. Hasil Penelitian Ni Wayan Ristiani, dkk (2015) yang berjudul, “Pengaruh 

Alokasi Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Pada Kabupaten Bangli Periode 2009-2013”, menunjukkan bahwa 

alokasi belanja modal secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. Nilai probabilitas variabel belanja modal 
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yaitu 0.443> 5%. Sedangkan, alokasi belanja pemeliharaan secara parsial 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai 

probabilitas variabel belanja pemeliharaan yaitu 0.141 > 5%. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Persamaan penelitian 

tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis belanja modal dan belanja 

pemeliharaan. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi 

penulis yaitu penulis tidak menganalisis alokasi belanja modal dan belanja 

pemeliharaan terhadap pendapatan asli daerah. 

5. Hasil Penelitian Rano Asoka (2019) yang berjudul, “Analisis Efektivitas  

Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Musi Banyuasin”, menunjukkan bahwa perkembangan tingkat 

efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun anggaran 2016 

sampai tahun 2018 dapat dikatakan efektif, yaitu dengan memiliki rasio 

efektivitas dimana tahun 2016 sebesar 94,07%, tahun 2017 sebesar 92,75% 

dan tahun 2018 sebesar 88,29% tahun 2018 ini merupakan tahun anggaran 

terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam kategori cukup efektif. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. 

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis 

realisasi anggaran belanja modal. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut 

dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis realisasi anggaran belanja 

pemeliharaan. 
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Tabel 2.2 

Tabel Penelitian Sebelumnya 

No. Judul, Nama 

Peneliti, 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Hubungan 

Belanja Modal 

Dengan 

Belanja 

Pemeliharaan 

Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/ 

Kota (Studi 

Kasus Di 

Wilayah 

Sumatera 

Bagian 

Selatan), 

Baihaqi dan 

Husnul 

Khotimah,  

(2009) 

Metode 

deskriptif 

analisis 

dengan uji 

statistik 

Pada tahun 

2005 dan 2006 

belanja modal 

dan belanja 

pemeliharaan 

pada 

pemerintah 

kota dan 

pemerintah 

kabupaten se-

sumbagsel 

tidak berbeda 

secara nyata. 

Menganalisis 

belanja 

modal dan 

belanja 

pemeliharaan 

Lokasi 

penelitian 

2. Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah 

Pemerintah 

Kota Bitung, 

Ardon Fridolin 

Honga dan 

Ventje Ilat, 

(2014) 

Metode 

kualitatif 

deksriptif 

Dilihat dari sisi 

pendapatan 

analisis varians 

dapat 

dikatakan 

cukup baik dan 

terealisasi.  

Menganalisis 

realisasi 

anggaran 

Menganalisis 

realisasi 

anggaran 

belanja 

modal dan 

belanja 

pemeliharaan 

3. Analisis 

Kinerja 

Belanja Dalam 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

(LRA) Pada 

Dinas 

Pendapatan  

Metode 

analisis 

kualitatif 

deskriptif 

Dilihat dari 

analisis varians 

secara umum 

kinerja 

pemerintah 

Kota Manado 

dapat 

dikatakan baik 

Menganalisis 

realisasi 

anggaran 

belanja 

Menganalisis 

realisasi 

anggaran 

belanja 

modal dan 

belanja 

pemeliharan 
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Tabel 2.2. Lanjutan 

No. Judul, Nama 

Peneliti, 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

 Kota Manado, 

Anastasia 

Friska 

Palilingan, 

dkk, (2015)   

    

4. Pengaruh 

Alokasi 

Belanja Modal 

Dan Belanja 

Pemeliharaan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pada 

Kabupaten 

Bangli Periode 

2009-2013,  

Ni Wayan 

Ristiani,dkk, 

(2015) 

Metode 

kuantitatif 

Alokasi 

belanja modal 

dan belanja 

pemeliharaan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah. 

Menganalisis 

belanja 

modal dan 

belanja 

pemeliharaan 

Tidak 

menganalisis 

alokasi 

belanja 

modal dan 

belanja 

pemeliharaan 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah. 

5. Analisis 

Efektivitas  

Realisasi 

Anggaran 

Belanja Modal 

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

Kabupaten 

Musi 

Banyuasin, 

Rano Asoka, 

(2019) 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

Perkembangan 

tingkat 

efektivitas 

pengelolaan 

laporan 

realisasi 

anggaran 

belanja modal 

dapat 

dikatakan 

efektif 

Menganalisis 

realisasi 

anggaran 

belanja 

modal 

Menganalisis 

realisasi 

anggaran 

belanja 

pemeliharaan 

 

Sumber : Data diolah (2020) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Sugiyono (2013 : 45) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. 

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, 

maka sasaran yang ingin dicapai yaitu: 

 

 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk mengetahui 

realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dengan cara menganalisis 

varians belanja, rasio keserasian belanja dan efektivitas belanja. Dalam penelitian 

ini data yang akan digunakan adalah data belanja modal dan belanja pemeliharaan 

tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Aceh Besar. 

 

Realisasi Belanja 

Modal 

 

Realisasi Belanja 

Pemeliharaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan 

penganalisaan data. Desain penelitian menyatakan baik struktur masalah 

penelitian maupun rencana penelitian yang akan dipakai untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai hubungan-hubungan dalam masalah (Umar, 2011 : 35). Dalam 

penelitian ini, desain penelitian berisi tentang tujuan penelitian,  jenis penelitian, 

horizon waktu dan unit analisis. 

3.1.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah 

daerah. 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.  

Menurut Sukmadinata (2011: 73) “Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai 

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif 

tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel 

yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-
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satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi”. 

3.1.3 Horizon Waktu 

Penelitian deskriptif dibagi menjadi dua tipe berdasarkan rentang waktu 

(time horizon) yaitu studi cross sectional adalah tipe studi satu tahap yang datanya 

berupa subjek pada waktu tertentu. Sedangkan studi time series adalah tipe studi 

yang menekankan pada data penelitian berupa rentetan waktu (Ahmadi, 2014: 67). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan horizon waktu time series 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran belanja modal 

dan belanja pemeliharaan dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari 2015 s.d 2019. 

3.1.4 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. 

Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang 

dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus 

mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan 

kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 

2014:30).  

Berdasarkan pengertian unit analisis di atas dapat disimpulkan bahwa unit 

analisis dalam penelitian ialah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan 

demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja 

modal dan belanja pemeliharan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Aceh Besar. 
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3.2 Objek dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota 

Jantho. Yang menjadi objek dari penelitian ini Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data adalah fakta atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Sebagian besar tujuan dari penelitian adalah memperoleh data yang 

relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Dalam penelitian ini, penulis mencari data-data yang dibutuhkan yaitu berupa 

data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan 

merupakan data yang bisa diolah dan belum diolah oleh pihak lain. Data 

primer dalam penelitian ini adalah data tentang laporan realisasi anggaran 

belanja diantaranya anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dan merupakan data 

yang telah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 

Besar. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder secara landasan teori yang 

digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan penelitian kepustakaan 

dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti oleh penulis.  

2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara melakukan 

penelitian lapangan pada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Data yang 

diperoleh penulis berupa: 

a. Pengamatan (Observation) yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana 

penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh 

benar-benar bersifat objektif dan sistematis. 

b. Wawancara (Interview) yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana 

penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mempergunakan data yang ada dalam dokumen instansi. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif 

yang bersifat deskriptif, di mana setelah data dikumpulkan, dianalisa dan diolah 

untuk memberikan gambaran dan uraian yang wajar mengenai keadaan objek 

penelitian. Dalam hal ini adalah semua yang berhubungan dengan realisasi 

anggaran diantaranya anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. 

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari anggaran belanja modal 

dan belanja pemeliharaan dan dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Analisis varians belanja    =   Selisih antara realisasi belanja dengan  

          anggaran 

2. Analisis rasio keserasian belanja  =  Rasio belanja langsung dan tidak   

          langsung terhadap total belanja 

Rumus : 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜  𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

3. Analisis rasio efektivitas belanja 

Rumus : 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim, Kec. Kota 

Jantho, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh. Untuk tahun ini (2020) Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh Bapak Syahrial 

Amanullah, ST. Dari tahun ke tahun Dinas ini terus mengalami perkembangan 

baik dari segi pembangunannya maupun dari segi infrastrukturnya. Keadaan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang memiliki fasilitas yang cukup baik. 

Dimana lingkungannya begitu nyaman karena letak dan posisinya yang dekat 

dengan pegunungan dan banyak pohon-pohon rindang sehingga terasa lebih 

nyaman. 

Tabel 4.1 

Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar 

Profil Kantor 

Nama Kantor    : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

        Ruang Kabupaten Aceh Besar  

Alamat Lengkap   : Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim 

Kecamatan    : Kota Jantho 

Kabupaten / Kota   : Aceh Besar 

Provinsi    : Aceh 

Nama Kepala Dinas   : Syahrial Amanullah, ST 
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Tabel 4.1. Lanjutan 

Profil Kantor 

Kepemilikan Tanah / Bangunan  : Pemerintah 

Permanen / Semi Permanen  : Permanen 

Luas Tanah Seluruhnya  : ± 15 hektar
 

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  

     Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020) 

1. Sarana dan Prasarana 

Kondisi fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 

Besar meliputi keberadaan gedung kantor yaitu: Ruang Kepala Dinas, Ruang 

Sekretaris, Ruang Bendahara, Ruang Keuangan, Ruang Sub. Bagian Umum, 

Ruang Bidang, Ruang Kasubbag Program, Ruang E-billing, Lapangan, Mushalla, 

WC Umum, Gudang, Workshop/Bengkel, Ruang Penjaga Kantor, dan Parkiran, 

serta sarana/ media pendukung terdiri diri dari LCD/Proyektor, Laptop, 

Komputer, Printer, AC, Meja dan Kursi, berikut rinciannya: 

Tabel 4.2 

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Aceh Besar 

No. 
Sarana dan 

Prasarana 

Milik 
Bukan 

Milik Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Jml 
Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 

1. 
Ruang kepala 

dinas 
1 48 - - - - - - 

2. 

Ruang 

sekretaris 

dinas 

1 25 - - - - - - 

3. 
Ruang 

bendahara 
1 35 - - - - - - 
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Tabel 4.2. Lanjutan 

No. 
Sarana dan 

Prasarana 

Milik 
Bukan 

Milik Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Jml 
Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 

4. 
Ruang 

keuangan 
1 30 - - - - - - 

5. 
Ruang sub. 

bagian umum 
1 35 - - - - - - 

6. 

Ruang bidang 

tata ruang 

dan bangunan 

1 50 - - - - - - 

7. 

Ruang bidang 

operasi dan 

pemeliharaan 

irigasi serta 

ruang komisi 

irigasi 

1 48 - - - - - - 

8. 

Ruang bidang 

irigasi, 

sungai, rawa 

dan pantai 

1 48 - - - - - - 

9. 
Ruang bidang 

binamarga 
1 80 - - - - - - 

10. 

Ruang bidang 

perencanaan 

binamarga, 

cipta karya 

dan SDA 

1 100 - - - - - - 

11. 

Ruang bidang 

cipta karya 

dan 

perumahan 

1 80 - - - - - - 

12. 

Ruang 

kasubbag 

program 

1 25 - - - - - - 

13. 
Ruang 

E-billing 
1 25 - - - - - - 

14. 

Ruang 

serbaguna/ 

aula 
- - - - - - - - 
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Tabel 4.2. Lanjutan 

No. 
Sarana dan 

Prasarana 

Milik 
Bukan 

Milik Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Jml 
Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 
Jml 

Luas 

(m
2)

 

15. Lapangan 1 200 - - - - - - 

16. Mushalla 1 81 - - - - - - 

17. Kantin - - - - - - - - 

18. WC umum 3 12 - - - - - - 

19. Gudang 3 105 - - - - - - 

20. 
Workshop/ 

bengkel 
1 120 - - - - - - 

21. 

Rumah 

penjaga 

kantor 

2 90 - - - - - - 

22. Parkiran 1 30 - - - - - - 

Jumlah 25 1.267 - - - - - - 

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  

     Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020) 

2. Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 

Besar 

Kepala Dinas, Pegawai Tetap, Staff/Karyawan, Tenaga Administrasi dan 

Pegawai Tidak Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Aceh Besar berjumlah sebanyak 145 orang,  yang tergolong berdasarkan Status 

Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Status dan 

Pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 

Besar menurut Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin 

Jabatan 

Status Kepegawaian 

Jumlah Tetap Tidak 

Tetap Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV 

L P L P L P L P L P L P 

Kepala Dinas - - - - - - 1 - - - 1 - 

Sekretaris - - - - - - 1 - - - 1 - 

Bendahara - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Kabid - - - - 5 - 1 - - - 6 - 

Kasi - - - - 14 1 - - - - 14 1 

Kasubbag - - - - 2 1 - - - - 2 1 

Pelaksana 1 - - - 3 - - - - - 4 - 

Staff - - 10 - 8 6 - - - - 18 6 

Pengawas 1 - 4 - 11 1 - - - - 16 1 

Tenaga 

Administrasi 
- - 4 3 7 1 - - 7 10 18 14 

Operator 

Komputer 
- - 2 1 2 1 - - 3 3 7 5 

Operator 

Mesin 
- - 2 - - - - - - - 2 - 

Operator 

Mesin Gilas 
1 - 5 - 1 - - - - - 7 - 

Operator Alat 

Berat 
- - 2 - - - - - 2 - 4 - 

Ajudan, Supir, 

Pengemudi 
2 - - - 1 - - - 2 - 5 - 

Petugas 

Kebersihan 
1 - 1 - - - - - 2 - 4 - 
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Tabel 4.3. Lanjutan 

Jabatan 

Status Kepegawaian 

Jumlah Tetap Tidak 

Tetap Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV 

L P L P L P L P L P L P 

Petugas Taman - - - - - - - - 1 - 1 - 

Penjaga 

Kantor 
- - - - - - - - 1 - 1 - 

Personil 

Lainnya 
- - - - - - - - 3 1 3 1 

Jumlah 

6 0 30 4 55 12 3 0 21 14 115 30 

 145 

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  

     Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020) 

 

Tabel 4.4 

Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 

Besar menurut Status dan Pendidikan 

Jabatan 
Pendidikan 

Jumlah 
SLTA D.1 D.2 D.3 S.1 S.2 S.3 

Pegawai Tetap : 

Kepala Dinas - - - - 1 - - 1 

Sekretaris - - - - 1 - - 1 

Bendahara - - - - 2 - - 2 

Kabid - - - - 5 1 - 6 

Kasi 1 - - - 14 - - 15 

Kasubbag - - - - 3 - - 3 
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Tabel 4.4. Lanjutan 

Jabatan 
Pendidikan 

Jumlah 
SLTA D.1 D.2 D.3 S.1 S.2 S.3 

Pelaksana  2 - - - 2 - - 4 

Staff 11 - - 2 11 - - 24 

Pengawas 10 - - - 7 - - 17 

Tenaga 

Administrasi 
9 - - - 6 - - 15 

Operator Komputer 3 - - 2 1 - - 6 

Operator Mesin 2 - - - - - - 2 

Operator Mesin 

Gilas 
6 - - - 1 - - 7 

Operator Alat Berat 2 - - - - - - 2 

Ajudan, Supir, 

Pengemudi 
3 - - - - - - 3 

Petugas Kebersihan 2 - - - - - - 2 

Pegawai tidak tetap 17 - - 3 15 - - 35 

Jumlah 68 - - 7 69 1 - 145 

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  

     Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020) 

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis deskripsi dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2015 s.d 2019 dengan objek penelitian di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Deskripsi 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data realisasi dan anggaran 

belanja modal, serta data realisasi dan anggaran belanja pemeliharaan. Untuk 

mencari rasio keserasian belanja data yang digunakan dalam penelitian ini 
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meliputi data realisasi dan anggaran belanja langsung, data realisasi dan anggaran 

belanja tidak langsung, serta data realisasi dan anggaran total belanja. Berikut 

tabel realisasi dan anggaran belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja 

langsung, belanja tidak langsung dan total belanja dari tahun 2015 s.d 2019. 

Tabel 4.5 

Realisasi dan Anggaran Belanja Modal dari Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 97.189.806.091,00 94.438.579.000,00 97,17 

2016 230.145.301.597,00 220.723.305.658,00 95,91 

2017 123.183.808.200,00 113.995.977.800,00 92,54 

2018 113.025.579.000,00 101.165.757.803,00 89,51 

2019 129.991.417.469,00 124.665.625.647,00 95,90 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari 

tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja modal mengalami kenaikan dan 

penurunan. Pencapaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2015 

dengan tingkat realisasi sebesar 97,17%. 

Tabel 4.6 

Realisasi dan Anggaran Belanja Pemeliharaan dari Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 2.346.385.236,00 564.455.000,00 24,06 

2016 - - - 

2017 909.500.000,00 907.323.915,00 99,76 

2018 300.000.000,00 299.329.800,00 99,78 

2019 1.000.000.000,00 996.095.900,00 99,61 

Ket         : Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak  

mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, 

irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal. 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 



46 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari 

tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja pemeliharaan mengalami kenaikan 

dan penurunan. Pencapaian realisasi anggaran belanja pemeliharaan tertinggi 

terdapat pada tahun 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 99,78% 

Tabel 4.7 

Realisasi dan Anggaran Belanja Langsung dari Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 122.444.999.473,00 116.556.914.924,00 95,19 

2016 255.849.061.097,00 244.672.966.027,00 95,63 

2017 165.369.467.200,00 154.308.229.947,00 93,31 

2018 145.965.819.000,00 132.809.734.817,00 90,99 

2019 164.144.252.469,00 157.235.524.324,00 95,79 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari 

tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dan 

penurunan. Pencapaian realisasi belanja langsung tertinggi terdapat pada tahun 

2019 dengan tingkat realisasi sebesar 95,79%. 

Tabel 4.8 

Realisasi dan Anggaran Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 6.008.860.030,00 5.708.951.363,00 95,01 

2016 6.664.386.158,00 5.861.088.234,00 87,95 

2017 13.747.755.069,00 11.540.459.654,00 83,94 

2018 14.568.002.790,00 11.899.190.519,00 81,68 

2019 14.382.233.301,00 12.385.903.144,00 86,12 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari 

tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja tidak langsung mengalami 

kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi belanja tidak langsung tertinggi 

terdapat pada tahun 2015 dengan tingkat realisasi sebesar 95,01%. 

Tabel 4.9 

Realisasi dan Anggaran Total Belanja dari Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 128.453.859.503,00 122.265.866.287,00 95,18 

2016 262.513.447.255,00 250.534.054.261,00 95,44 

2017 179.117.222.269,00 165.848.689.601,00 92,59 

2018 160.533.821.790,00 144.708.925.336,00 90,14 

2019 178.526.485.770,00 169.612.427.468,00 95,01 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari 

tahun 2015 s.d 2019 pada laporan realisasi anggaran total belanja mengalami 

kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi anggaran total belanja tertinggi 

terdapat pada tahun 2016 dengan tingkat persentase 95,44%. 

4.3 Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu data realisasi anggaran belanja 

modal, belanja pemeliharaan, belanja langsung, belanja tidak langsung dan total 

belanja. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis varians belanja, rasio 

keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja. 
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4.4.1 Analisis Varians Belanja 

Analisis varians belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara 

realisasi dan anggaran. Perhitungan berikut menunjukkan varians anggaran 

belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019. 

Tabel 4.10 

Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Modal Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun 
Anggaran Belanja 

Modal (Rp) 

Realisasi Belanja 

Modal (Rp) 

Selisih Anggaran dan 

Realisasi Belanja 

Modal (Rp) 

2015 97.189.806.091,00 94.438.579.000,00 2.751.227.091,00 

2016 230.145.301.597,00 220.723.305.658,00 9.421.995.939,00 

2017 123.183.808.200,00 113.995.977.800,00 9.187.830.400,00 

2018 113.025.579.000,00 101.165.757.803,00 11.859.825.197,00 

2019 129.991.417.469,00 124.665.625.647,00 5.325.791.822,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians belanja modal dari tahun 

2015 s.d 2019, selisih anggaran dan realisasi belanja modal terbesar terdapat pada 

tahun 2018 dengan nilai Rp 11.859.825.197,00. Hal ini mengidentifikasikan 

bahwa realisasi belanja modal sebesar 89,51% dari anggaran yang telah 

ditetapkan. 
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Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Pemeliharaan  

Tahun 2015 s.d 2019 

Tahun 
Anggaran Belanja 

Pemeliharaan (Rp) 

Realisasi Belanja 

Pemeliharaan (Rp) 

Selisih Anggaran dan 

Realisasi Belanja 

Pemeliharaan (Rp) 

2015 2.346.385.236,00 564.455.000,00 1.781.930.236,00 

2016 - - - 

2017 909.500.000,00 907.323.915,00 2.176.085,00 

2018 300.000.000,00 299.329.800,00 670.200,00 

2019 1.000.000.000,00 996.095.900,00 3.904.100,00 

Ket         : Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak  

mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, 

irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal. 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians belanja pemeliharaan dari 

tahun 2015 s.d 2019, selisih anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan terbesar 

terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp 1.781.930.236,00. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa penggunaan belanja pemeliharaan hanya sebesar 

24,06 % dari anggaran belanja pemeliharaan yang telah ditetapkan. 

4.4.2 Analisis Rasio Keserasian Belanja 

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Baik itu untuk 

belanja langsung maupun untuk belanja tidak langsung. Untuk mencari rasio 

keserasian belanja digunakan rumus berikut. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑥 100% 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜  𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑥 100% 
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Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 4.9, 

maka untuk mencari rasio keserasian belanja data yang digunakan adalah realisasi 

belanja langsung, belanja tidak langsung dan total belanja. Perhitungan rasio 

keserasian belanja adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.12 

Rasio Belanja Langsung 

Tahun 
Total Belanja 

Langsung (Rp) 

Total Belanja 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2015 116.556.914.924,00 122.265.866.287,00 95,33 

2016 244.672.966.027,00 250.534.054.261,00 97,66 

2017 154.308.229.947,00 165.848.689.601,00 93,04 

2018 132.809.734.817,00 144.708.925.336,00 91,78 

2019 157.235.524.324,00 169.612.427.468,00 92,70 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Tabel 4.13 

Rasio Belanja Tidak Langsung 

Tahun 
Total Belanja Tidak 

Langsung (Rp) 

Total Belanja 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2015 5.708.951.363,00 122.265.866.287,00 4,67 

2016 5.861.088.234,00 250.534.054.261,00 2,34 

2017 11.540.459.654,00 165.848.689.601,00 6,96 

2018 11.899.190.519,00 144.708.925.336,00 8,22 

2019 12.385.903.144,00 169.612.427.468,00 7,30 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 dan tabel 4.13, dapat dilihat 

bahwa dari tahun 2015 s.d 2019 sebagian besar dana dimiliki Pemerintah 

dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan rasio belanja 

langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu 95,33%, 97,66%, 93,04%, 91,78% 
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dan 92,70%, sedangkan untuk belanja tidak langsung yaitu 4,67%, 2,34%, 6,96%, 

8,22% dan 7,30%. 

4.4.3 Analisis Rasio Efektivitas Belanja 

Rasio efektivitas belanja digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya. Apabila 

Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan maka Pemerintah Daerah tersebut telah 

berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat 

dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan 

program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian 

tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja 

Pemerintah Daerah tersebut.  

Dalam penelitian ini rasio efektivitas yang diukur adalah belanja modal 

dan belanja pemeliharaan. Untuk mengukur tingkat efektivitasnya digunakan 

rumus berikut. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

Berdasarkan data yang diperoleh tabel 4.4 dan tabel 4.5, maka untuk 

mencari rasio efektivitas belanja data yang digunakan adalah realisasi dan 

anggaran belanja modal, serta realisasi dan anggaran belanja pemeliharaan. 

Perhitungan rasio efektivitas belanja adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.14 

Rasio Efektivitas Belanja Modal 

Tahun 
Anggaran Belanja 

Modal (Rp) 

Realisasi Belanja 

Modal (Rp) 

Efektivitas 

(%) 
Kriteria 

2015 97.189.806.091,00 94.438.579.000,00 97,17 Efektif 

2016 230.145.301.597,00 220.723.305.658,00 95,91 Efektif 

2017 123.183.808.200,00 113.995.977.800,00 92,54 Efektif 

2018 113.025.579.000,00 101.165.757.803,00 89,51 
Cukup 

Efektif 

2019 129.991.417.469,00 124.665.625.647,00 95,90 Efektif 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas belanja 

modal tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan nilai efektivitas sebesar 97,17%. 

Tabel 4.15 

Rasio Efektivitas Belanja Pemeliharaan 

Tahun 

Anggaran Belanja 

Pemeliharaan 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

Pemeliharaan (Rp) 

Efektivitas 

(%) 
Kriteria 

2015 2.346.385.236,00 564.455.000,00 24,06 
Tidak 

Efektif 

2016 - - - - 

2017 909.500.000,00 907.323.915,00 99,76 Efektif 

2018 300.000.000,00 299.329.800,00 99,78 Efektif 

2019 1.000.000.000,00 996.095.900,00 99,61 Efektif 

Ket         : Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak  

mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, 

irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal. 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Berdasarkan tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas belanja 

pemeliharaan tertinggi terdapat pada tahun 2018 dengan nilai efektivitas sebesar 

99,78%. 
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4.4 Pembasahan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan beberapa analisis 

rasio-rasio maka dapat diketahui bahwa perkembangan realisasi belanja modal 

dan belanja pemeliharaan dapat dikatakan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil penelitian masing-masing rasio diantaranya analisis varians belanja modal 

dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019, di mana realisasi belanja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar tidak 

melebihi anggaran yang telah ditetapkan atau yang direncanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian rasio keserasian belanja yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 s.d 2019 sebagian besar dana 

yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar 

dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan rasio belanja 

langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu 95,33%, 97,66%, 93,04%, 91,78% 

dan 92,70%, sedangkan untuk belanja tidak langsung yaitu 4,67%, 2,34%, 6,96%, 

8,22% dan 7,30%. 

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektivitas belanja modal pada tahun 2015, 

2016, 2017 dan 2019 dikategorikan efektif, namun pada tahun 2018 rasio 

efektivitas belanja modal dikategorikan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan persentase efektivitas belanja modal dari tahun 2015 s.d 2019 yaitu 

97,17%, 95,91%, 92,54%, 89,51% dan 95,90%.  

Hasil perhitungan rasio efektivitas belanja pemeliharaan pada tahun 2015 

dikategorikan tidak efektif karena persentase yang diperoleh yaitu 2,41%. Pada 

tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran 
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untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung 

masih dalam kondisi yang normal. Kemudian pada tahun 2017 s.d 2019 rasio 

efektivitas belanja pemeliharaan dikategorikan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan persentase efektivitasnya yaitu 99,76%, 99,78% dan 99,61%. 

Semua hasil analisis data yang telah peneliti lakukan dengan menganalisis 

varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja 

menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar telah terealisasi dengan baik. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar telah 

mampu merealisasikan belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan atau 

yang telah direncanakan. Realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan 

menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dan dapat 

dilihat dari perolehan persentase rasio efektivitas belanja, di mana hasil dari  

analisis keduanya dikatakan efektif. 

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti yang telah melakukan 

penelitian mengenai belanja modal dan belanja pemeliharaan seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriyati (2012) mengenai hubungan belanja modal dan 

belanja pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung ≥ ttabel (3,748 ≥ 

0,05), hal ini berarti bahwa hubungan antara belanja modal dan belanja 

pemeliharaan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. 

Hasil penelitian lain yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Asoka (2019) mengenai efektivitas realisasi anggaran belanja modal. Hasil 

penelitian menunjukkan perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan 
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daerah selama tahun anggaran 2016 sampai Tahun 2018 dapat dikatakan efektif, 

yaitu dengan memiliki rasio efektivitas dimana Tahun 2016 sebesar 94,07%, 

Tahun 2017 sebesar 92,75% dan tahun 2018 sebesar 88,29% tahun 2018 ini 

merupakan tahun anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam 

kategori cukup efektif. 

Selanjutnya, Palilingan (2015) melakukan penelitian dengan kinerja belanja 

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan realisasi 

belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya 

berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar 92,57 %, 94,25 %, 94,03 %, 

93,43 %, 79,50 %. Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja langsung dan rasio 

belanja tidak langsung terlihat bahwa untuk tahun 2013 sebagian besar dana yang 

dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja langsung sehingga rasio belanja 

tidak langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja langsung. Rasio 

untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,5 % sedangkan rasio belanja tidak 

langsung yaitu sebesar 41,4 %. 

4.5 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana 

penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia dan lebih 

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas serta keterkaitan antar kegiatan.  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu parameter yang sebaiknya dapat 

digunakan oleh Pemerintah Daerah agar dapat memperoleh Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dengan hasil yang relatif baik. Selain itu juga diharapkan dengan 
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adanya penelitian ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat melihat lebih luas lagi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu Pemerintahan dan 

mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi 

permasalahan tersebut.  

Dapat dipastikan bahwa hasil dari penelitian ini memiliki implikasi yang 

positif bagi pihak Pemerintah Daerah. Dari berbagai macam permasalahan yang 

terjadi di ruang lingkup penelitian ini telah terungkap hasil-hasil penelitian yang 

secara langsung berimbas terhadap pihak Pemerintah Daerah. Salah satu 

diantaranya adalah ketika observasi awal realisasi anggaran belanja modal dan 

belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 

2015 s.d 2019. Hal ini mengisyaratkan kepada pihak Pemerintah Daerah perlu 

memiliki sistem yang lebih baik dalam mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan. 

Hal lain yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis varians belanja 

memberikan implikasi yang relatif baik di mana realisasi belanja modal dan 

belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019 tidak melebihi anggaran yang 

ditetapkan. Sehingga hal ini harus tetap dilakukan setiap tahunnya agar realisasi 

dan anggaran yang dikeluarkan tetap menjadi lebih baik. 

Implikasi yang lain diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis 

keserasian belanja dimana besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah 

dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan belanja 

langsung. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Daerah harus terus memperhatikan 

rasio keserasian belanja agar menjadi lebih baik.  



57 

 

 
 

Implikasi lainnya juga diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis 

efektivitas belanja di mana hasil pengujian analisis efektivitas belanja modal pada 

tahun 2018 dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017 

dan 2019 dikategorikan efektif. Kemudian hasil pengujian analisis efektivitas 

belanja pemeliharan pada tahun 2015 dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2016 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran untuk belanja 

pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam 

kondisi yang normal. Kemudian pada tahun 2017 s.d 2019 dikategorikan efektif. 

Sehingga hal ini harus diperhatikan oleh pihak Pemerintah Daerah agar rasio 

efektivitas belanja setiap tahunnya berjalan dengan efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa belanja modal dan belanja pemeliharan telah terealisasi dengan baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis varians belanja yang relatif baik di mana 

realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019 tidak 

melebihi anggaran yang ditetapkan. Hasil analisis rasio keserasian belanja di 

mana besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk belanja 

tidak langsung relatif kecil dibandingkan belanja langsung. Dan berdasarkan hasil 

analisis rasio efektivitas belanja modal dan belanja pemeliharaan sudah 

dikategorikan efektif, namun pada tahun 2018 belanja modal dikategorikan cukup 

efektif, dan pada tahun 2015 belanja pemeliharaan dikategorikan tidak efektif, 

serta pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan 

anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan 

gedung masih dalam kondisi yang normal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya : 

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Aceh Besar dapat menerapkan analisis varian belanja, rasio 
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keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja agar Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) setiap tahunnya mengalami perkembangan dan relatif baik. 

2. Diharapkan untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat memperluas 

jangkauan dalam pengambilan data untuk wilayah yang dijadikan sebagai 

ruang lingkup penelitian. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya.  
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